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Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

I

II

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H

Jabatan :  Bupati Pesisir Selatan

Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir
Selatan

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama 2 LINDAWATY, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Barat dan Jambi

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor S3 Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a.

bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang pendapatan asli daerah;
bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis,
pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas
di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah
kerja Provinsi Sumatera Barat dan Jambi;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak,
retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan
perpajakan, perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

g,

Para

+
.




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK se.pakat untuk membuat
Kesepakatan Bersama tentang Penerimaan Pajalk, Da_u?a Bagi Hasil Pa__jak, Retribusi
Daerah, Penyediaan Dan Pemanfaatan Layanan Perizinan Dan Perpajakan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan
Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian jenis
Data dan Informasi serta Tata cara Penyampaian Data dan Informasi yang
Berkaitan dengan Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
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